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RINGEASAN

Penelitian tentang pelakeanaan ekesekuel benda Jaminan
dan grogee esurat hutang notarilill untuk  mengatasl kredit
macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tujuan
untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutpaut dengen ekeekusi
berdasar Pasal 224 HIR (258 RBg) pada umumnys dan eksekusi
grosme surat hutang notariil pada khususnya, serta perlu
tidaknya penyvempurnaan terhadapr ketentuan teraebut.

Menurut pendarat Mahkamah Agung., sustu grosge sgurat
hutang notariil harue merupakan grosae akts pengakuan hutang,
beriel kewadiban untuk membayar suatu jumlah uwang tertentu,
bersifat murni, dan bersifat ekeepsional.

Data sekundair dan primair dalam penelitian inli dikun-
pulkan melalul penelitian kepustakean dan lapangan, dengan
alat pengumpul data etudl dokumen, kueslonair, maupum pedoman
WAWANCAYEA.

Berdagsar hasll anallsis melalul metode kualitatif dike-
tahul bahwa permohonan ekeekusl grosse surat hutang notariil
adalah langke, karena mereka yang tersangkut delem pembuatan
(grosee) surat hutang notarilil tildak memahaml atau bahkan
tidak mengetahui pendapat Mahkamsh Agung di atas. Penagihan
plutang melalui permchonan ekeekusl grosse surat hutang
notarill ternyats tidalk berhssll, karens elkap dan tindekan
ketua pengadilen negeri yang mengakibatkan lembaza hukum
tersebut tidak berfungsi. Hal ini mendaedi salah eatu sebab
berkembangnya penaglihan riutang melalul debt collector.

Untuk mengoptimalkan peranan lembage penaglhan pilutang
tanpa melealul gugatan diperlukan penyempurnaan terhadasp ke-
tentuan Pasal 224 HIR (258 RBg), balk melaluil fatwe Mahkamah
Apung vang eelanjutnyve diperiuat dengan yurieprudensil, meauvpun
pengaturannya dslam Hukum Acara Perdata Nesional vang akan
dateng.

Kata-kata kuncl : ekgekusl, grosse akta, grosze surat hutang
notariil. :



ABSTRACT

Rezearch on "THE EXECUTORY COLLATERAL AND COFY OF DEED
OF DEBT AS AN EFFORT TQ CONTEND BAD DEBT" i& & normative
study of law. The purpese of this research 13 toe underetand
matters related to the execution based on article 224 HIR
(258 RBg) and more epecifically on the executory copy of deed
‘of debt, and also to determine wether or not it ie necessary
to improve the stipulations.

According to the Supreme Court, an executory copy of
deed of debt muast constitute an act of acknowledéement of
debt which 18 pure and excertional, containing an obligation
to pay fixed amount of monay. ' '

Primary and secondary data In this research wae
gathered through Illbrary eand field research by means of
document review, questionnairez and guided interviews.

Baeged on the regults of qualitative analysle, 1t appears
that requeste for an executory copy of deed of debt &re
scarce, because those who ere involved in the proceass of
drawing up thies document don’t understand or even know about
the Supreme Court‘s aforementioned requlrement. Debt
collection through the request of an executory copy of  deed
of debt ie spparently uneuccessful, becsuse the attitude
and actions of the chief of the district court reeult in the
malfunction of thie legal institution. Thie matter is one of
the causes of the growth In the use of debt collectors.

To oﬁtimize the role of debt collection institutions
without legal sult, the stipulationg of article 224 HIR (Z58
RBg) need to be improved, elther through inetruction from the
Supreme Court which would then be esupported through
Jurisprudence or through & regulation in the nest Natlonsal
Civil Procedure of Law.

Kay words : execubtlon, executory copy of deed, arxacutory copy
af deed of debt,
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BAB I
PENDAHULUAN

LLatar Belakang )

Pluteng yang macet menjadi sebab utams ambruknya suatu
reruaahasn, terutama perusahsan yasng berkecimpung di  dunia
premberian hutang/kredit.

Seleme kuartal ketiga tahun 1992, kredlt macet yang
dialami dunla perbankan (baik bank premerintah maupun saswasta)
berjumlah lebih dari Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga trillyun
ruplah). Sebaglean kredit macet tersebut dialami oleh bank-
bank pemerintah. (Jakarta-Jakarta, Nomor 355 : 16)

Apabila pilhak bank sebsageal kreditur ingin mendapatkan
kemball haknya, maka dia harus mengupayvakan melsaluil proeedur
yang berlaku. Ia tidak boleh melakukan perbuatan main hakim
sendirl (eilgenrichting).

Progedur yeng disediskan oleh hukum untuk kepentingan
ini adalah melalul gugatan dil pengaedilan. Proesdur ini adalsah
merupakan prosedur umum, yang dlssdlakan untuk penyeleealan
sengketa hukum pada wnumnye. '

Dalam praktek, penvelesalan sengketa hukum melalul
progedur umum tersebut memerlulkan waltu yang relatif lama;
karena dalam progez  tersebut diperlukan beberapa  tahap.
Tahap-tahap penyelesalan sgengkets melalul prosedur umum dapat
dikelompokkan mendadl  tilge, yaitu  tehap permulaan, tahap
penentuan dan tehap pelakeanasn.

Tahapr permulaan dimulal daril  dimasukkannya gueatan
gempal dengan Jawab-mendawab. Selanjutnya  tahap penentuan

dimulai dari pembuktian sempal dengan  putus=an. Setelah
putusen haklm mempunyal kekuatan hukum tetap - kecuall

diprutus dengan ketentuan dapat dilaksanakan. lebih dulu
walaupun  dlsadukan upays hulkum melawan  putugan (udtvoerbaar
bilj voorraad) — barulsh campal pada tahap ketlgea yvaltu  tahap
pelakeanaan. '

Untulk  lebih Jelssnva, berdlut  ini - diberikan gambaran

pecars  garlisg  besar mengenal progedur  penyeleselan  perkara



-

melalul pengadilan.

Prosedur ini dimulal dari disjukasnnyse gugatan pada
rengadilan negeri oleh orang yang merasa dirinya dirugiken
orang lain. Selanjutnya pengadilan tersebut memanggil pars
pihak untuk hadir dalam sidang yang ditentukan. Dalam eidang
inl ada kemungkinan pera pihak hadir atau t1dak hadir.

Jika rpara pihak hadir, maka hakim (yvang memerikssa
rerkara) alan berusaha mendamaikan para plhak. Usaha
perdamaian ini dapat berhasil atau tidak. Dalam hal usaha
perdamaian tersebut berhaell, maka hakim akean membuat akte
rerdamalan. Sebaliknya Jika tidsak berhasll, maksa hakim akan
memeriksa perkara tersebut, dimulal dengan membacekan surat
gugat, dilanJutkan dengan Jawab-menjawab. Setelah eelesal
| Jawab-menlawab, dilakukanlah acara pembuktian, dilanjutken
| dengan penjatuhan putusan hekim.

Apablla dalam sidang yang ditentukan tersebut ada pihak
. yang tidak hadir setelah mereksa diranggll dengan patut, maka
hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan gugur (Jika penggugsat
" vang tidak hadir), atau putusan verstek (Jilka tergugat tidak
hadlr). Terhadap putusan gugatan gugur, penggugat diber]
 kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, sedsng terhadap
putusan wverstek dapat diajukan upava hukum verzet atau
banding. Pada prinaipnya upaya hukum verzet melawan putusan
verstek dlajukean oleh tergugat, sedangken banding diajukan
¢leh rengeugat. Jika dalam pemeriksasn perkara verzet
tersebut plhak terguget-relawan tidak hadir lagi dalam sidang
- getelah la diranggil dengan patut - maka pengadilan dapat
menjatuhkan putuean verastek untuk yang kedua kalinya. Dalam
hal demikian ia& sudah tldal boleh mengajuk&n verzet lagil,
tetapi ia maeih dapat mengajukan banding. Selanjutnya
terhadapr putusan banding darl pengadilan  tingail, masih
dimungkinkan diajulan kagasgl. Seteleah diputus dalam tingkeat
kasagli, tidak berartli eengketa teresebut sudeh berakhlr.
Apabila pihal debitur yang dikalahkean tldak dengan guka-rela
mematuhi iesi putuesan, maka untuk penyeleeaslannys diperluksn
ekaekuel. Terhadap eksekuel putusan pengadilan, masih mungkin
diadukad verzet (melawan ckeekusi). Putuean rengadlilan



terhsdap permchonsn verzet inl mesih dapat dibanding, dan
gelanjutnys dimohonkan kassaei.

' Dari uralan tersebut, nyatalah bahwa prosedur umum
penyelesalan suatu sengketa hukum tidskleh eederhansa. Dalam
rraktek, esetlap tahap penyelesalan sengketa hukum tersebut
memerlukan waktu yang relatif laﬁa.

Undang~-undang sendirl eebenarnya sudah menyediakan
rrogedur khusus untulk menyelesalkan sengketa hukum melslul
prosedur yang leblh sederhana, dan dalam waktu yang relstif
cepat dibanding dengan prosedur umum. Cepatnys  waktu
penyeleeaian inl, dlsebabkan undang-undang memberi Jalan
pintas. Menurut prosedur 1ini, plhak yang meraesa dirinya
dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan pada pengadilan. Dia
¢leh undang—undéng dlberl hak untuk langsung bertindak dalam
tahap pelakeanaan (eksekusl). Ketentuan eemacam ini dapat
memperlancar roda perekonomian, khususnya dunla perkreditan.

Salah gatu ketentuan undang-undang yang mengatur hal
tersebut adalsh Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg), vang antara
lain berbunyi: _

Groese akta hipotik dan grosse surat hutang notariil
{(notarieéle schuldbrieven) yang dibuat di  hadapan
notaris dl Indonesla - dan yeang kepalanya memakal
rerkataan “"Demi Keadllan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Ega"”, diberl kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
Grosee akta notariil yang dapat dleksekusi seperti

putusan haekim adalah : '

1. groese akta hirotik (de grossen van akte van
hypotheek), esekareng eertifikat hipotik, dan

2. groese- surat huteng notariil (de grossen van notariedle
gchuldbrieven).

Ketentuan Pasal 224 HIR teresebut dibuat dengan tujuan
untuk memudahkan kreditur dalam menagih plutangnyva.

Dalam  praktek, tuduan 1int tldak gelamanya  dapat
tercapali. Hal inl diesebabken antara lain dimungkinkennys
diajukan verzet terhadap ekeekusl grosse akta tereesbut.

Dalam hal diajukan verzet, ketua pengadilan negeri dapat
menghentikan eksekusi yang sedang berjalan, karena delam HIR .
tidak éda ketentuan sebagaimana FPasal 442 BRv, yaltu

v



ketentuan yang dengean tegae menyatakean beshwa verzet tidak

menghambat ekeekusl.

Pi samping itu, Khusus mengenal groesse akta hutang uvang,
terdapat penafsiran dari Mahlkamah Agung.

Penafglran Mahkamah Agung mengenai hal ini - selanjutnys
disebut pendapat Mahkamah Agung - tertuasng dalam surat-nys
tertanggal 16 April 1985 Nomor 213/228/85/11/Um-Tu/ Pdt yang
ditujukan kepada Soetarno Soedja dari Kantor Peungacara Gani
Diemat & Patner, selandutnya diikuti dengan surat tertanggal
18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/1I1/Un-Tu/Pdt kepada Direkel
Bank Negara Indonesia 1846, dan surat tanggal 1 April 1986
Nomor 147/168/86/Un-Tu/Pdt kepada Fimpinan BKFH PERBANAS.

Dalam ketlga suratnya tersebut Mahkamah Agung menyatakan
bahwa grosse akta yang dimakeud Paasal 224 HIR adalah :

1. Groese skta pengakuan huteng, ‘ '

2. Ieinya pengakuan  hutang  dengan. kewajiban  untuk
membayar/melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pastl),

3. Tidak depat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain,
terlebih lagi blla persyaratan-persyaratan tersebut
berbentuk perjanjian, ‘ '

4. Mengandung sifat eksepaional terhadap agas  bahwa
peseorang hanya dapat menyelesalken sengketa melsalul
gugatan, |

Penafeiran Mahkemah Agung demikian inl cleh parsa rakar
hukum dinilai sebagal menylimpang darl apa yang dimakesud oleh
Pasal 224 HIR itu sendirl.

Perbedaan pandangan tersebut di atag dapat mempengaruhl
kelancaran eksekuel, selanjutnya berpenga-ruh pula terhadap
remanfasatan lembaga groese akta hutang ; Daril hasil
prasurval diketshul, bahwa dalam praktek di Fengadilan Negerl
Semarang, selema tahun 1986 - 1990 terdapat - 141 permohonan
ekaekust benda Jjaminan, eedangkan permohonan eksekusi grosse

gurat hutang notariil hanyva 1 {(gatu kall).

PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian di atas, dapat diajukan permasalahan sebsgal

berikut :



h

Ketentusn Paesl 224 HIR mengensil ekeekusl benda Jaminan
dan grosee esurat hutsng notariil huténg dimaksudkan untuk
mempermadsah  kreditur dalam menagih pengembalian piutangnya,
bilsmana debltur wanprestsasi.

Dalam kenyataannya hanya sebaglian kecil permchon
an eksekusl bendajamlinan yang ‘dialakeanakan sampal tahap
lelang, sedangkan lembaga groase surat hutang hutang notariil
kurang diminati oleh kreditur (bank), bahkan bagi yang
membuat, pelaksanaan eksekusinya terhambat.

Daril rumusan masalah tereebut timbul beberapa prertanyaan :

1. Faktor-faktor apa sajakah vang menyebabkan kredltur (bank)

kurang berminat membuat rerjaniian hutang-plutang dalam

bentuk surat hutang notariil?

&a. Hal-hal apa sajakah vyang menghambat  pelaksanasn
ekesekuel benda Jaminan dan grosse surat  hutang
notariil?

b. Apakah hal tereebut berdasar ketentuan hukum?

c. Bagaimanakah upaya mengatasinya?

3. a., Apakah lembaga hukum eksekusi benda Jaminan dan groeee

BUPEY hutang notariil masih perlu dipertahankah?
b. Jika masih, apakeh perlu ada penyempurnaan peraturan?
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